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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Tanggung jawab hukum atas penggunaan big data tidak sempurna dalam 

transaksi vending machine melibatkan aspek perdata, pidana, dan perlindungan 

konsumen. Pengelola dan pelaku usaha bertanggung jawab atas kelalaian atau 

kesalahan dalam pengelolaan data yang mempengaruhi transaksi. Berdasarkan 

Pasal 1365 KUHPerdata, pengelola dapat dikenakan tanggung jawab perdata 

jika data yang digunakan dalam transaksi rusak atau palsu yang mengakibatkan 

kerugian materiil dan immateriil bagi konsumen. Selain itu sanksi pidana dapat 

dikenakan sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman hukuman 

penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar atas kelalaian dalam 

menjaga keamanan data pribadi. Jika kegagalan sistem vending machine 

disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan data atau sistem elektronik maka 

sanksi yang juga dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 36 dan Pasal 45 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi 

Elektronik serta Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 

2019 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan 

Transaksi Elektronik. Ketentuan ini mengharuskan pengelola untuk 

memastikan keamanan, transparansi, dan akurasi data demi perlindungan 

konsumen. Tanggung jawab ini bertumpu pada kelalaian atau kesalahan dalam 

pengelolaan data, serta risiko yang timbul dari kegagalan sistem otomatis 
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konsumen berhak menerima kompensasi berupa pengembalian uang atau 

penggantian produk, serta perlindungan atas data pribadi yang dikelola dengan 

aman dan sesuai regulasi yang berlaku. 

B. Saran 

1. Pemerintah diharapkan memperkuat regulasi terkait penggunaan big data 

dalam transaksi elektronik khususnya pada sistem vending machine 

dengan peraturan yang lebih spesifik tentang pengelolaan data pribadi dan 

perlindungan konsumen. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian 

hukum yang lebih jelas bagi pengelola sistem elektronik dan konsumen 

serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan data 

yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi kerugian konsumen dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi vending 

machine. 

2. Bagi pengelola vending machine sebaiknya mengelola data transaksi 

dengan hati-hati, memperbarui sistem secara berkala, dan memastikan 

kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Selain itu 

pengelola harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dan 

memberikan kompensasi yang tepat jika terjadi kesalahan atau 

ketidaksesuaian data selagi terus memperbaiki sistem untuk mencegah 

kegagalan transaksi di masa depan. 
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